BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat

merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejaksaan sesuai undang-undang berperan langsung dal_am
melakukan pengawasan terhadap terpidana yang sedang menjalani
pidana bersyarat, namun fakta di lapangan berbanding terbalik
dengan pelaksanaan sesuai undang-undang. Tidak adanya anggaran
dana serta keterbatasan sumber daya manusia merupakan halangan
yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan fungsi pengawasan.
Sehingga kejaksaan hanya melakukan fungsi pengaw;san secara
pasif yaitu kejaksaan tidak melakukan pengawasan secara
langsung. Fungsi pengawasan secara maksimal dilakukan oleh
Lembaga Bapas yang melakukan pengawasan secara langsung
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat.

2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa untuk melakukan pengawasan
terhadap terpidana bersyarat adalah :

a. Belum adanya suatu sistem pengawasan yang baku
Belum adanya suatu sistem atau peraturan pelaksana yang

melembaga untuk dijadikan pedoman bagi cara kerja jaksa.
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Kendala ini jelas membuat bingung bagi Jaksa secara
pribadi, terutama dalam upayanya untuk mengambil suatu
tindakan tertentu yang dapat dijadikan pegangan untuk
meyakinkan dirinya bahwa tindakan yang diambil sudah

benar dan baik adanya.

. Waktu dan Kesibukan

Kesibukan Jaksa dalam menangani suatu perkara dan
tugas-tugas harian di Kejaksaan jelas akan menghambat
tugas untuk melakukan kunjungan secara langsung ke

tempat tinggal atau domisili terpidana.

. Tidak Adanya Koordinasi

Lemahnya koordinasi dengan para pihak yang terkait, juga
menjadi penyebab pelaksanaan tugas pengawasan yang
dilakukan oleh Jaksa, masih belum berjalan dengan baik.
Dalam hal ini terutama koordinasi antara Hakim di
Pengadilan Negeri dengan Jaksa di Kejéksaan Negeri,
Bapas dan pejabat lain yang berwenang untuk itu.dalam hal
ini tidak terlepas dari belum adanya peraturan yang baku

mengatur hal ini.
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B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah segera membuat aturan yang
| mengatur petunjuk teknis pengawasan pidana bersyarat di Indonesia yang
didasarkan pada kegiatan selama proses pengawasén pidana bersyarat yang
digunakan oleh Jaksa. Adanya aturan tentang petunjuk teknis pengawasan
pidana bersyarat tersebut diharapkan dapat menghilangkan kebingungan Jaksa
dan Bapas dalam pengawasan pidana bersyarat sehingga pengawasan pidana
bersyarat tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan tujuan yang diharapkan

dapat tercapai.
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